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I. PENDAHULUAN 

A. Dasar Hukum  

Pasal 67 dan 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah 

terkahir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, 

diatur bahwa DPR RI memilki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi 

Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, 

dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam 

maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3. 

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Ke Provinsi Sumatera Barat didasarkan 

pada aturan pada Undang-Undang tersebut. Selain itu, pelaksanaan kunjungan 

ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan 

Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja pada Masa 

Reses Persidangan II Tahun Sidang 2022 – 2023, dan Keputusan Rapat Intern 

Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek Kunjungan Kerja Komisi VI 

DPR RI dalam Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2022 – 2023. 

 
B. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI 

NO. NO. 
ANGG. 

N   A   M   A KETERANGAN 

1.  A-189 ARIA BIMA PIMP. / F-PDIP 

2.  A-33 FAISOL RIZA, S.S. KETUA / F-PKB 

3.  A-103 MOHAMAD HEKAL, M.B.A. WAKIL KETUA / F-
PGERINDRA 

4.  A-196 ADISATRYA SURYO SULISTO F.PDIP 

5.  A-161 Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A. F.PDIP 

6.  A-170 RIEKE DIAH PITALOKA F.PDIP 

7.  A-181 Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc. F.PDIP 

8.  A-208 dr. H. MUFTI A.N ANAM F.PDIP 

9.  A-302 NUSRON WAHID F.PG 

10.  A-65 ANDRE ROSIADE F.GERINDRA 

11.  A-94 MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., 
M.B.A. 

F.PGERINDRA 

12.  A-16 Drs. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si. F.PKB 

13.  A-361 ZURISTYO FIRMADATA., S.E., M.M. F NASDEM 

14.  A-374 H. SUBARDI, S.H., M.H F NASDEM 

15.  A-536 Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI F.PD 

16.  A-554 Dr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Comm., 
M.Sc. 

F.PD 

17.  A-416 Hj. NEVI ZUAIRINA F.PKS 



 
 

 

C. Objek Kunjungan Kerja 

Terkait dengan Objek Kunjungan Kerja Reses ini, beberapa  pihak yang 

akan terlibat antara lain : 

1. Kementerian Koperasi dan UKM RI 

2. Kementerian BUMN 

3. PT Semen Indonesia 

4. PT Semen Padang 

5. PT Pertamina (Persero) 

6. PT Patra Niaga 

7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

8. PT Pupuk Indonesia (Persero) 

 

D. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja 

Secara umum kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja 

Pemerintah Daerah, kinerja beberapa BUMN serta perkembangan sektor 

industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta 

upaya penyelesaiannya. 

Secara khusus kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kondisi 

pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan jasa dan barang serta 

Pabrik Indarung I yang ditetapkan sebagai cagar budaya di wilayah Provinsi 

Sumatera Barat dan untuk mendapatkan informasi terkait penyaluran elpiji 3 kg, 

ketersediaan Bahan Bakar Minyak, Listrik di desa dan subsidi pupuk kepada 

petani dan masyarakat di Sumatera Barat 

 

 

 

 

 
 

18.  A-493 EKO HENDRO PURNOMO, S. Sos. F.PAN 

19.  A-499 Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M. F.PAN 

20.  A-463 ELLY RACHMAT YASIN F.PPP 



 
 

II. INFORMASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA 

1. Paparan Mitra Kerja  

a. Kementerian Koperasi dan UKM RI  

 

Capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM khususnya di 

Provinsi Sumatera Barat selama masa pandemi masih selaras dengan 

rencana program dan  kegiatan yg telah disusun, hal ini ditandai 

diantaranya dengan capaian realisasi pagu Kementerian Koperasi dan 

UKM Tahun Anggaran 2021 sebesar  Rp16.097.432.770.439 (Termasuk 

BPUM) atau sebesar 96,19% dan estimasi realisasi pagu Kementerian 

Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2022  sebesar 94 %, selain itu capaian 

yg telah dilakukan pada tahun 2022 ini diantaranya melalui alokasi 

anggaran dekon sebesar Rp12,8 miliar  diantaranya utk pendataan 

sebesar Rp9,6 miliar dan pendampingan PPKL sebesar Rp1,1 miliar, 

pada tahun 2022 juga dialokasikan anggaran  pelatihan dan pendampingan 

melalui DAK NF sebesar Rp10,5 miliar. 



 
 

 

 

Bahwa dampak pandemi Indonesia khususnya Prov. Sumatera Barat 

berangsur membaik, hal ini ditandai dengan progres pendataan lengkap 

yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di 

seluruh Prov. Sumatera Barat dimana dari target 290.490 data telah terdata 

sebanyak sebanyak 291.800 data. Hal ini menjadi pembuktian bahwa 

Koperasi dan UMKM di Prov Sumatera Barat masih bertahan dimasa 

pandemi. Selain itu  pada tahun 2021 telah tersalur juga bantuan BPUM 

sebanyak 286.977 pelaku usaha mikro pelaku usaha dgn total alokasi 

sebesar Rp344,3 miliar,  hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar para 

pelaku UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat terus bertahan dimasa 

pandemic. 

 



 
 

 

Memasuki tahun ketiga pandemi covid-19 ini, perekonomian indonesia 

secara perlahan kembali bangkit, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan  

ekonomi triwulan III 2022 tumbuh sebesar 5,72% sedangkan pertumbuhan 

ekonomi sumbar tumbuh sebesar 4,54%. Begitupun para pelaku UMKM  

yang telah mampu bertahan dan bertransformasi ke ekonomi digital. 

 

Adapun permasalahan dan tantangan yang saat ini ada diantaranya 

adalah pendanaan dan akses informasi bagi UMKM, walaupun sudah 

banyak akses  pendanaan bagi UMKM diantaranya melalui KUR, ULam dan 



 
 

kredit ultra mikro, namun hal UMKM masih kesulitan untuk mengakses 

informasi. Oleh  karena itu sebagai antisipasi atas hal tersebut Kementerian 

Koperasi dan UKM berusaha untuk menyalurkan pendanaan diantaranya 

melalui  KUR KLASTER kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau modal 

kerja dan/atau investasi kepada debitur kelompok usaha yang produktif dan 

layak,  namun belum memiliki cukup agunan tambahan, diberikan 

kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster 

dengan  menggunakan mitra usaha. Penyelenggaraan KUR Klaster ini 

Dalam rangka mendorong perluasan penyaluran KUR klaster berbasis 

komoditi  unggulan yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja, rantai pasok dan pemberdayaan ekonomi lokal, 

sehingga  diperlukan sinergi dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga 

dan stakeholder lainya. Hal ini juga dilakukan untuk mempermudah bagi 

para pelaku  UMKM dalam mengakses pendanaan serta Target Digitalisasi 

Koperasi dan UMKM dimana target nasional adalah sebesar 20 Juta pada 

tahun 2022  hingga saat ini sudah sebesar 20,2 Juta. 

 

 

 



 
 

 

 

Program/Kegiatan Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas UMKM diantaranya melalui 

proses  pendataan, pendampingan kepada UMKM diantaranya melalui DAK 

Non Fisik di Provinsi Sumatera Barat dimana pada Tahun 2022 dialokasikan 

sebesar  Rp10,5 miliar dgn target pelatihan sebesar 2.581 dan 

pendampingan sebanyak 49 pendamping lalu pada tahun 2023 alokasi 

DAK Non Fisik  Prov. Sumatera Barat sebesar Rp11 miliar dengan target 

pelatihan sebesar 2.453 dan pendampingan sebanyak 68 Pendamping, 

selain itu juga  pada tahun 2023 direncanakan akan dibangun PLUT pada 

Kab. Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.148.834.000  

hal ini dilakukan untuk mendorong para UMKM untuk berpartisipasi dalam 

pemulihan ekonomi serta pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. 

 



 
 

 

 

 



 
 

b. PT Semen Indonesia dan PT Semen Padang  

 

Menjadi pabrik semen pertama di Indonesia bahkan di asia tenggara, 

tentunya membuat PT semen padang memiliki sejarah panjang dalam 

perindustrian semen di dunia. Banyaknya bangunan monumen, atau 

mahakarya yang telah di bangun menggunakan produk PT semen Padang 

menjadikan semen asal sumatera barat tersebut memiliki nilai historis yang 

tinggi, seiring perkembangan dan pertumbuhan daerah di Indonesia. 

 

 



 
 

Demi menjaga dan melestarikan sejarah untuk generasi penerus yang 

ada di Sumatera Barat, baru-baru ini Pemerintahan Provinsi (Pemprov) 

Sumatera Barat (Sumbar) telah menetapkan Kawasan Cagar Budaya 

Indarung I menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi, yang di dalamnya 

terdapat situs bersejarah, yaitu Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo. 

Penetapan pabrik semen yang telah berusia 112 tahun itu dilakukan, setelah 

sebelumnya Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Walikota Padang, 

Hendri Septa, menetapkan Kawasan Pabrik Indarung I sebagai Cagar Budaya 

Kota. 

 



 
 

 

Selain usianya sudah lebih dari satu abad, kedua bangunan tua di 

kawasan PT Semen Padang ini punya nilai sejarah yang lua biasa, termasuk 

teknologinya juga luar biasa pada masanya. Bahkan, semen yang diproduksi 

Pabrik Indarung I tidak hanya digunakan di Indonesia, tapi juga oleh negara-

negara lain. 

 

 



 
 

 

 

c. PT Pertamina (Persero) dan PT Patra Niaga 

 

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan II 2022 tumbuh positif 

melanjutkan tren perbaikan ekonomi. Perekonomian Sumatera Barat pada 

triwulan II 2022 tercatat sebesar 5,08% (yoy) meningkat dibandingkan dengan 

triwulan I 2022 yang tumbuh 3,64% (yoy). Akselerasi kinerja ini didorong oleh 

permintaan domestik yang terus meningkat terutama oleh konsumsi Rumah 



 
 

Tangga (RT). Perbaikan ekonomi Sumatera Barat juga tercermin pada 

peningkatan mayoritas lapangan usaha. (Sumber : www.bi.go.id) 

 

 

 

 

 

http://www.bi.go.id/


 
 

 

 

 

 

Realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Barat hingga triwulan II 

2022 tercatat mengalami penurunan dibandingkan triwulan II 2021. 

Realisasi pendapatan daerah pada triwulan II 2022 tercatat senilai Rp2,92 

Triliun, atau mencapai 49,10% dari target, menurun secara persentase 

dibandingkan realisasi hingga triwulan II di tahun 2021 yang senilai Rp3,44 



 
 

Triliun atau sebesar 52,95%. Kinerja pendapatan daerah didorong oleh pos 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pos Lain-lain Pendapatan yang Sah. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

d. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

 

 

 

Untuk menjawab tantangan akibat dampak pandemic Covid-19, PLN 

UID Sumatera Barat melakukan terobosan-terobosan  sbb: (1) Promo 

Produk Layanan (Promo Tambah Daya): Gebyar Kemerdekaan, Gebyar 

Ramadhan, Gebyar Lebaran; (2)  Electrifying Lifestyle: Electrifying 

Marine, Electrifying Agriculture, Electric Vehicle Community, SPKLU-

SPLU; (3) Digitalisasi  Layanan: PLN Mobile, Yantek Optimization, 

Outage Management. 



 
 

 

 

 

 

Pandemi Covid 2020 berpengaruh terhadap penjualan tenaga listrik 

UID Sumbar. Pengaruh stimulus untuk tarif R1 450 dan R1 900  Subsidi, 

merupakan salah satu faktor kenaikan growth tahun 2021. Penurunan I-4 

dari awal tahun 2022 berpengaruh besar  terhadap Growth bulanan yang 

dicapai. Mulai tahun 2022 pelanggan prabayar tarif R 450 VA dan R 900 VA 



 
 

subsidi tidak lagi  mendapatkan stimulus. Penjualan kedua golongan tarif 

tersebut mengalami penurunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

e. PT Pupuk Indonesia 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

2. CATATAN DAN REKOMENDASI 

Dari pertemuan yang dilakukan kepada seluruh mitra pada saat 

pelaksanaan kunjungan kerja reses ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi 

perhatian mitra atau BUMN yang diundang dalam pertemuan. Catatan tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut: 

 Semen Padang harus mampu melakukan efisiensi serta dapat 

berkompetisi dengan semen-semen murah yang berasal dari china. 

 Jangan sampai kejayaan Semen Padang tergerus dengan semen-semen 

dari china yang lebih murah seperti yang terjadi di Jawa Timur. 

 Semen Indonesia harus memiliki Strategi fighting brand pada setiap anak 

usaha semen, seperti Semen Padang, Semen Tonasa, Semen Gresik, dll. 

 Penurunan pasar Semen Padang khususnya di pulau Sumatera luar biasa. 

Untuk itu, strategi pemasaran PT Semen Padang agar segera dibenahi. 

 Pabrik Indarung 1 milik PT Semen Padang dalam rangka menjadi Cagar 

Budaya sebisa mungkin menjadi alternatif wisata edukasi dan informasi di 

Sumatera Barat 

 Apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas penambahan kuota BBM 

Subsidi terhadap Provinsi Sumatera Barat, meskipun masih terus terjadi 

antrian BBM di sejumlah SPBU. 

 PT Pertamina (Persero) harus berani membuat peraturan yang tegas dan 

aturan pembatasan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan 

terhadap distribusi BBM. 

 Di Sumatera Barat, stok Pupuk cukup, namun jatah terhadap petani masih 

berkurang. Pemerintah harus mengatur regulasi terhadap distribusi pupuk 

bersubsidi ini. 

 Apresiasi kepada PLN, karena Sudah 98 persen masyarakat di Sumatera 

Barat yang telah menikmati listrik. Tinggal yang di kepulauan Mentawai 

yang belum terjangkau. Untuk itu mohon dukungan dan bantuan dari PLN. 

 Persoalan kelangkaan BBM khususnya jenis Solar ini menjadi penting. 

Mohon penjelasan, bantuan dan dukungan dari Pertamina. Seperti apa 

supply di lapangan? kenapa bisa terjadi antrian di SPBU, tidak hanya di 

Sumatera Barat saja, melainkan di daerah dan Provinsi lainnya juga terjadi. 



 
 

Dari berbagai data dan informasi, serta catatan yang diperoleh pada saat 

pelaksanaan kunjungan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi 

VI DPR RI, antara lain: 

1. Komisi VI DPR RI mendukung Pabrik Indarung 1 PT Semen Padang menjadi 

kawasan Cagar Budaya dan wisata edukasi. Tentunya menjadi Cagar Budaya 

yang menarik. Selain edukatif, informatif dan juga experience, sehingga dapat 

menarik wisatawan untuk datang berwisata. 

2. Mengingat tantangan industri semen yang lebih berat ke depannya, untuk itu 

Komisi VI DPR meminta perlu adanya diskusi mendalam terkait bisnis semen 

nasional, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat. 

3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN agar dapat menyiapkan 

laporan terkait basis data pupuk subsidi, listrik subsidi dan BBM subsidi. 

4. Komisi VI DPR RI akan mengundang Direksi serta Komisaris Utama PT 

Pertamina (Persero) dalam Rapat Dengar Pendapat di Masa Sidang yang 

akan datang dalam rangka membahas kelangkaan BBM jenis Solar yang 

mengakibatkan antrian di sejumlah SPBU belakangan ini. 

5. Komisi VI DPR RI perlu menyampaikan berbagai catatan yang telah diperoleh 

selama kunjungan untuk disampaikan kepada Kementerian BUMN dan 

Perusahaan BUMN terkait agar dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangannya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
4. PENUTUP 

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi 

Sumatera Barat pada masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. 

Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam 

laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam 

rapat-rapat Komisi VI DPR RI. 

 

 

 Padang, 21 Desember 2022 

Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI 

Ke Provinsi Sumatera barat 

 

 

 

Aria Bima 

A – 189 

 


